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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-
XXI1/2025 yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau
presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini sebelumnya mensyaratkan
partai politik atau gabungan partai politik untuk memperoleh minimal 20% kursi di
DPR atau 25% suara sah nasional guna mengajukan pasangan calon presiden dan
wakil presiden. Kebijakan tersebut dinilai membatasi hak partai politik, terutama
partai kecil, serta mengurangi keragaman kandidat dan pilihan politik rakyat
sehingga menimbulkan diskriminasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta implikasinya
terhadap sistem kepartaian dan demokrasi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case
approach), dan analisis kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari bahan
hukum primer berupa UUD NRI 1945 dan putusan MK No. 62 Tahun 2025, serta
bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait. Buku yang
digunakan antara lain Perihal Undang-Undang karya Maria Farida Indrati dan
Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia karya Jimly Asshiddigie. Di samping
sumber-sumber pustaka, penelitian ini juga diperkuat oleh data empiris melalui
wawancara dengan perwakilan partai politik untuk menggali perspektif, praktik,
serta dinamika internal partai dalam memahami isu yang diteliti. Temuan empiris
tersebut dianalisis menggunakan teori Kedaulatan Rakyat, yang memandang partai
politik sebagai instrumen konstitusional penyalur kehendak rakyat dalam sistem
demokrasi, guna menilai legitimasi dan akuntabilitas sikap partai terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi. Selain itu, analisis juga menggunakan teori Maslahah
Mursalah untuk menilai sejauh mana respons partai politik berorientasi pada
kemaslahatan umum, keadilan politik; dan stabilitas sistem ketatanegaraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah menilai ketentuan presidential
threshold'melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga negara
sebagaimana dijamin’ dalam UWUD' 1945. Keberadaan ambang batas dianggap
bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional karena membatasi akses
partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil
presiden. Dengan dihapuskannya ketentuan ini, sistem pemilu diharapkan menjadi
lebih inklusif, memberikan kesempatan setara bagi seluruh partai politik, dan
memperkuat mekanisme checks and balances dalam pemerintahan. Penelitian ini
diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum tata negara
serta wacana akademik mengenai penguatan demokrasi di Indonesia

Kata Kunci: Presidential Threshold, Partai Politik, Sistem Pemilu.
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ABSTRACT

This research is motivated by the Constitutional Court Decision Number 62/PUU-
XXI1/2025, which abolishes the presidential threshold regulated in Article 222 of
Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Previously, the provision
required political parties or coalitions to obtain at least 20% of parliamentary seats
or 25% of the national valid votes to nominate presidential and vice-presidential
candidates. This policy was deemed to restrict the rights of political parties,
particularly smaller ones, and limit the diversity of candidates and citizens’
political choices, leading to political discrimination.

The purpose of this study is to analyze the judges’ considerations in the decision
and its implications for Indonesia’s party system and democracy. The research
employs a normative juridical method with statutory and case approaches and
qualitative analysis. Data sources consist of primary legal materials such as the
1945 Constitution and Constitutional Court decision Number 62 of 2025, and
secondary sources including books, journals, and relevant literature. The books
used include Perihal Undang-Undang by Maria Farida Indrati and Constitution &
Constitutionalism in Indonesia by Jimly Asshiddigie. In addition to library-based
sources, this research is also strengthened by empirical data obtained through
interviews with representatives of political parties, aimed at exploring their
perspectives, practices, and internal dynamics in understanding the issues under
study. The empirical findings are analyzed using the theory of popular sovereignty,
which views political parties as constitutional instruments for channeling the will
of the people within a democratic system, in order to assess the legitimacy and
accountability of party positions toward Constitutional Court decisions.
Furthermore, the analysis also employs the theory of maslahah mursalah to
evaluate the extent to which political party responses are oriented toward the public
interest, political justice, and the stability of the constitutional system.

The findings .indicate . that the. Court _ruled. the presidential threshold
unconstitutional as'it violates the principle of popular sovereignty and the citizens’
constitutional rights guaranteed under 'the 1945 Constitution. The provision was
found inconsistent with constitutional democracy since it limited political parties’
equal rights to nominate candidates. Its abolition is expected to create a more
inclusive electoral system, enhance political participation, and strengthen checks
and balances within the government. This study contributes to the development of
constitutional law and academic discourse on strengthening democracy in
Indonesia.

Keywords: Presidential Threshold, Political Parties, Electoral System.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa seluruh
penyelenggaraan negara, termasuk pengisian jabatan publik, harus
berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945." Prinsip negara hukum tersebut hanya dapat
diwujudkan secara ideal apabila dijalankan berdasarkan sistem demokrasi.
Sistem demokrasi di Indonesia mulai tumbuh secara signifikan sejak era
Reformasi 1998 yang berhasil mengakhiri kekuasaan Orde Baru di bawah
kepemimpinan Presiden Soeharto. Peristiwa ini menjadi titik balik yang
penting, ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1999 dan
berlanjut dengan tuntutan amandemen konstitusi guna menyempurnakan
pelaksanaan demokrasi.

Demoktasi, di Indonesia bukanlah,-sesuatu, yang muncul secara
instan, melainkan hasil dari perjuangan panjang masyarakat, baik secara
individu,” kelompok, "maupun | tokoh-tokoh “sosial, dalam dialektika
kekuasaan sepanjang sejarah politik bangsa.? Dalam kerangka ini,

pemerintah merupakan representasi dari rakyat itu sendiri, bukan hanya

! Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 1 Ayat (1).

2 HenryRaymond dan Singgih Agung, “Politik Kewarganegaraan”, (Jakarta : Erlangga
1999) him.126



presiden, anggota parlemen, atau pejabat eksekutif lainnya, tetapi seluruh
elemen rakyat.

Setiap sistem pemerintahan memiliki prinsip dasar yang dijadikan
tolok ukur keberhasilannya. Para pendiri bangsa Indonesia menyepakati
prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasan ketatanegaraan, di antaranya:
(1) kedaulatan berada di tangan rakyat, (2) pengakuan dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia, (3) pemerintahan yang berdasarkan hukum, (4)
peradilan yang merdeka dan imparsial, (5) pengambilan keputusan melalui
musyawarah, dan (6) keberadaan partai politik serta organisasi sosial
politik.> Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut konstitusi. Amandemen konstitusi yang melahirkan Mahkamah
Konstitusi (MK) merupakan langkah penting menuju demokrasi yang lebih
substantif. MK berperan sebagai penjaga martabat konstitusi yang
mengandung  prinsip-prinsip  dasar  hukum,  demokrasi, dan
konstitusionalisme. Dalam menjalankan fungsinya, MK bertindak sebagai
penjaga konstitusi, pengendali keputusan ‘dalam sistem demokrasi, penafsir
tertinggi konstitusi, pelindung hak-hak konstitusional warga negara, serta

pelindung hak asasi manusia.*

3 Artis, “Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia”, (Pekanbaru: LPPM-UIN Suska Riau,
2014), hlm. 38.

4Jimly Asshiddigie, “Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam
UUD 1945” (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 33-35



Sebagai lembaga yang menjalankan tugas konstitusional, setiap
putusan MK bersifat mengikat secara umum (erga omnes)’ dan wajib
dipatuhi oleh seluruh pihak. Terkait sistem pengusulan calon presiden,
konstitusi Indonesia menganut model demokrasi representatif, di mana
calon presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu dan dipilih
secara langsung oleh rakyat dalam kerangka demokrasi langsung. Model ini
menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinsip demokrasi konstitusional,
dengan jaminan kebebasan serta hak politik warga negara yang diatur dalam
konstitusi. Dalam hal ini, tidak ada ketentuan eksplisit dalam UUD 1945
yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential
threshold).

Meski demikian, keberadaan presidential threshold kerap dikaitkan
dengan upaya menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif
dan legislatif, sebagai implementasi prinsip checks and balances.’ Prinsip
ini bertujuan agar tidak ada satu lembaga yang memegang kekuasaan secara
absolut, . sebagaimana diatur dalam prinsip pemisahan kekuasaan yang
dianut~dalam" sistem ketatanegaraan “Indonesia. Ketentuan presidential
threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjadi objek uji materi di

SIntanPermata Putri dan Mohammad Mahrus Ali, “Karakteristik Judicial Order Dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima,” Jurnal Konstitusi 16, no. 4
(2019): 88e6.

¢ Anedjri M. Gaffar,Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, (Jakarta:
Konstitusi Pres, 2013), hlm. 4



Mahkamah Konstitusi. Upaya empat mahasiswa Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (FSH UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
mengajukan uji materil Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu
dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK itu secara langsung
menghapus ambang batas pengusulan calon presiden dan calon wakil
presiden alias presidential threshold dalam Pemilu.

Keempat mahasiswa tersebut adalah Enika Maya Oktavia, Rizki
Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna yang
semuanya angkatan 202 1. Keempat mahasiswa tersebut merupakan anggota
dari Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), lembaga otonom mahasiswa
di Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI1/2024, pasal
tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum
mengikat. Mahkamah menilai bahwa pengaturan ambang batas pencalonan
presiden telah melampaui batas kewenangan pembentuk .undang-undang
dalamkerangka open legal policy.

Selain itu, ambang batas tersebut dinilai menghambat partai-partai
politik kecil untuk mengusung kader terbaik mereka dalam kontestasi
pemilihan presiden, sekalipun kader tersebut memiliki kualitas dan
kapasitas yang memadai. Dari sisi struktur sistem pemilu, keberadaan
presidential threshold juga menyebabkan eksklusivitas dan pengasingan

terhadap proses pemilihan presiden yang seharusnya inklusif. Mahkamah


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017/

turut mencermati bahwa dalam sistem presidensial negara lain seperti
Amerika Serikat, Brasil, dan Meksiko, tidak terdapat ketentuan mengenai
ambang batas minimal untuk pencalonan presiden dan wakil presiden.

Lebih jauh, Mahkamah merujuk pada risalah perubahan Pasal 6A
ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa hak untuk mengusulkan
pasangan calon presiden dan wakil presiden sepenuhnya merupakan hak
konstitusional partai politik peserta pemilu, tanpa dibatasi hasil pemilu
legislatif sebelumnya. Oleh karena itu, upaya penyederhanaan sistem
kepartaian dengan menggunakan hasil pemilu sebelumnya sebagai dasar
pencalonan dianggap tidak adil dan merugikan prinsip kesetaraan politik.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan
bahwa Pasal 222 UU Pemilu tidak hanya melanggar hak politik warga
negara dan prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga bertentangan dengan
moralitas Kkonstitusional, nalar hukum, serta menciptakan ketidakadilan
yang tidak dapat ditoleransi.

Oleh sebab itu, Mahkamah memilih untuk mengubah sikapnya dari
putusan-putusan sebelumnya. Adapun dalam putusan ini terdapat dissenting
opinion dari Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh
yang menyatakan pendapat berbeda.Keputusan Mahkamah Konstitusi ini
menjadi sangat penting karena menyentuh jantung sistem demokrasi
elektoral di Indonesia, serta membuka peluang baru dalam penguatan
demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan

analisis lebih lanjut terhadap Putusan MK No. 62/PUU-XXI1/2024,



khususnya dalam perspektif hukum tata negara dan implikasinya terhadap

sistem pencalonan presiden di masa mendatang.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan
Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2025 berdasarkan Teori Kedaulatan
Rakyat?

2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2025

Bagi Partai Politik berdasarkan Maslahah Mursalah?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan
kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti, Adapun Tujuan dan Kegunaan
Penelitian ini sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a) Untuk mengetahui paradigma hakim dalam memutuskan perkara
No. 62 Tentang Presidential Treshold.
b) Untuk mengetahui bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 62 Tentang Penghapusan Presidential Treshold.
2. Kegunaan Penelitian
a) Kegunaan Teoritik
Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat

memperkaya dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum Tata



D.

Negara serta bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat dijadikan
sumber kelimuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b) Kegunaan Praktis
Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan proyeksi para
pemangku kebijakan pembuat Undang-Undang dalam memberikan
solusi terkait produk Undang-Undang yang berkaitan dengan sistem

pemilu.

Telaah Pustaka
Setelah di lakukan penelusuran literatur terkait topik “Analisis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor. 62 Tentang Penghapusan Ambang Batas
Presidential Treshold” penulis menemukan tulisan yang berkaitan dengan
topik tersebut diantaranya:

Pertama, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Dayandini Hastiti
Putri dan Edi Sofwan dengan judul Parliamentary Threshold Dan Masa
Depan Multipartai di Indonesia: Analisis Putusan MK No. 116/Puu-
XX1/2023.7, Secara umum |penelitian tersebut Penerapan. parliamentary
threshold sejak 2004 dinilai, tidak. efektif dalam-menyederhanakan partai
dan justru melemahkan demokrasi. Putusan MK No. 116/PUU-XX1/2023
meminta pengkajian ulang besaran ambang batas agar lebih adil dan

demokratis. Peneliti sebelumnya mengusulkan ambang 1% dengan metode

7 Putri dan Edi Sofwan, Parliamentary Threshold Dan Masa Depan Multipartai Di

Indonesia: Analisis Putusan Mk No. 116/Puu-XX1/2023, Majalah Hukum Nasional, Vol. 54:2,

(2024).



kuota serta mempertahankan sistem proporsional terbuka. Penyederhanaan
partai sebaiknya dilakukan lewat verifikasi awal oleh KPU, bukan
menghilangkan suara rakyat pasca pemilu. Persamaan antara penelitian ini
dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang
sama, yakni menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait
parliamentary threshold dalam konteks sistem kepartaian dan demokrasi di
Indonesia. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada objek kajian, di
mana penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 62 Tahun 2025, sedangkan penelitian sebelumnya
menggunakan putusan dengan nomor berbeda, sehingga menghasilkan
sudut pandang, konteks politik, dan implikasi hukum yang tidak
sepenuhnya serupa.

Kedua, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Mega Setya Utami,
Agus Riwanto dengan judul Analisis Konstitusionalitas Kebijakan
Presidential Threshold Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara Dalam
Pilpres (Studi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.4/PUU-XX1/2023).2
Secara“umum, penelitian ini membahas Kebijakan presidential threshold
dalam Pasal 222 UU Pemilu dianggap tidak selaras dengan Pasal 6A UUD
1945 karena membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan
memilih. Ketentuan ini merugikan partai kecil yang tidak memenuhi

ambang batas, sehingga mengurangi jumlah alternatif calon presiden dan

8 Mega Setya Utami, Agus Riwanto, Analisis Konstitusionalitas Kebijakan Presidential
Threshold Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara Dalam Pilpres (Studi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 4/PUU-XX1/2023), Vol. 8:3, (2024).



wakil presiden. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan
kebijakan ini sebagai open legal policy, sehingga tidak dapat dibatalkan
selama ditetapkan secara sah oleh pembentuk undang-undang.

. Penelitian ini memiliki kesamaan fokus dengan penelitian
sebelumnya, yakni menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait
ambang batas dalam sistem pemilu, khususnya dalam konteks hak
konstitusional warga negara dan prinsip demokrasi. Sedangkan
perbedaannya terletak pada objek norma dan nomor putusan yang dianalisis.
Penelitian ini menelaah presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu
dan putusan yang terkait dengannya, sedangkan penelitian sebelumnya
lebih menitikberatkan pada parliamentary threshold dan menggunakan
putusan yang berbeda, seperti Putusan MK No. 116/PUU-XX1/2023. Selain
itu, konteks dampak yang dikaji juga berbeda: satu pada pencalonan
presiden, lainnya pada representasi partai di parlemen.

Ketiga, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Mochamad Rizky
Soeoed  dengan judul Analisis Pengaturan Ambang. Batas Pencalonan
Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2023.° Secara
umum penelitian ini menyebutkan bahwa Norma ambang batas pencalonan
presiden tidak diatur dalam UUD 1945, melainkan dalam undang-undang
teknis pemilu seperti UU No. 23 Tahun 2003, UU No. 42 Tahun 2008, dan

UU No. 7 Tahun 2017. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya

® Mochamad Rizky Soeoed dengan judul Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan
Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2023, Jurnal Konstitusi dan
Demokrasi, Vol. 3:2 (Desember 2023), hIm. 168 — 182
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menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak bertentangan
dengan UUD 1945 dan mendukung sistem presidensial yang kuat. Namun,
penulis mengkritik bahwa justru kekuatan presiden yang terlalu
dominanseperti terlihat pada periode kedua Presiden Jokowi menyebabkan
lemahnya fungsi check and balance di parlemen. Oleh karena itu, penulis
menilai bahwa ambang batas pencalonan presiden perlu dikaji ulang secara
mendalam. Penelitian ini memiliki fokus yang serupa dengan penelitian
sebelumnya, yaitu menganalisis norma ambang batas dalam sistem pemilu
dan menyoroti dampaknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan
konstitusionalisme. Keduanya juga sama-sama mengkaji putusan
Mahkamah Konstitusi sebagai objek analisis utama. Sedangkan
Perbedaannya terletak pada substansi norma yang dikaji. Penelitian ini
berfokus pada presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden),
sedangkan penelitian sebelumnya membahas parliamentary threshold
(ambang batas parlemen). Selain itu, pendekatan kritik terhadap efektivitas
sistem presidensial dan check and balance 1ebih dominan dalam penelitian
ini, sedangkan” pada penclitian sebelumnya lebih~ menekankan pada
proporsionalitas suara dan representasi partai di parlemen.

Keempat, adalah artikel jurnal yang ditulis Meiliani, Christine S.T.
Kansil. Dengan judul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Uji

Materi  Presidential Threshold: Implikasi Terhadap Demokrasi di

10
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Indonesia.! Secara umum, penelitian ini membahas bahwa Penerapan
presidential threshold berdampak besar terhadap demokrasi di Indonesia.
Salah satu dampak utamanya adalah terbatasnya jumlah kandidat presiden,
yang mengurangi keragaman pilihan rakyat dan meminggirkan partai kecil.
Mahkamah Konstitusi beralasan bahwa ambang batas ini memperkuat
stabilitas pemerintahan, tetapi banyak kritik menyebut hal ini justru
memperkuat dominasi partai besar dan mempersempit ruang demokrasi.
Oleh karena itu, perlu ada peninjauan kembali agar ketentuan ini tidak
melanggar hak politik warga negara dan prinsip keadilan dalam partisipasi
politik. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak
pada fokus analisis terhadap konstitusionalitas ambang batas dan
dampaknya terhadap demokrasi. Keduanya dianggap membatasi partisipasi
politik dan merugikan keterwakilan rakyat. Perbedaannya terletak pada teori
dan metode penelitian yang aku penulis gunakan yaitu kedaulatan rakyat
aliran hukum dan maslahah mursalah.
E. Kerangka Teori

1. Kedaulatan Rakyat

Gagasan pokok mendasar teori kedaulatan rakyat merupakan teori yang

sangat sederhana dimana rakyat adalah sumber utama kekuasaan

tertinggi dalam suatu negara. Bung Hatta menjelaskan bahwa

kedaulatan rakyat berarti pemerintahan oleh rakyat. Ide kedaulatan

10 Meiliani, Christine S.T. Kansil. Dengan judul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Terhadap Uji Materi Presidential Threshold: Implikasi Terhadap Demokrasi Di Indonesia, Jurnal
Multilingual, Vol. 4:4, (2024).
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rakyat merupakan gagasan yang muncul sebagai respon terhadap teori
kedaulatan raja atau monarki yang sering kali menghasilkan
penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan tirani dan penderitaan
rakyat. !!

Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa setiap individu
mempunyai kehendak sendiri, namun ada pula kepentingan para
individu untuk menjaga hubungan sosial. Hal demikian dikenal dengan
kehendak umum atau volonte generale. Sehingga negara memiliki tugas
untuk menjalankan kehendak umum dari rakyat. Dengan demikian
kehendak rakyat identik dengan kehendak negara dan rakyatlah pemilik
kedaulatan.

Perwujudan kedaulatan rakyat selalu berkaitan dengan sistem
demokrasi. Robert A. Dahl menyatakan bahwa terdapat setidaknya
delapan prinsip pokok kedaulatan rakyat yaitu:

a. Kebebasan Berserikat

b. Kebebasan Berpendapat

c.“Hak Pilih Universal dan Setara

d. Hak untuk Dipilih

e. Kompetisi Terbuka Antar Pemimpin Politik
f. Akses Publik terhadap Informasi

g. Pemilu yang bebas dan adil

! Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum
Anggota Legislatif,” Jurnal Konstitusi, Vol 7: 3 (2010), hlm. 124.

12
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h. Pemerintah Bergantung pada Kehendak Rakyat!?

Dengan demikian kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang
dipegang oleh rakyat. Sehingga semua peraturan dan kekuasaan yang
dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
rakyat. Dalam penelitian ini, tinjauan mengenai teori kedaulatan rakyat
berkaitan erat dengan bagaimana Pemilu merupakan syarat terwujudnya
demokrasi kehendak rakyat, maka penulis berharap dengan
menggunakan teori kedaulatan rakyat dapat mengupas lebih dalam dan
tuntas bagaimana desain Pilkada di Indonesia.

Teori Kedaulatan Rakyat digunakan sebagai kerangka analisis
utama untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.
Melalui teori ini, kedaulatan dipahami sebagai kekuasaan tertinggi yang
secara konstitusional berada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya
dijalankan. melalui mekanisme perwakilan dan institusi-institusi
demokratis. Dengan demikian, setiap kebijakan politik, termasuk sikap
dan tindakan partai politik dalam merespons isu.yang diteliti, harus
ditempatkan dalam kerangka legitimasi yang bersumber dari kehendak
rakyat.

2. Maslahah Mursalah
Dalam Islam, terdapat berbagai sumber hukum, yang di antaranya

disepakati oleh mayoritas ulama, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, [jma’, dan

12 Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, (New Haven: Yale University
Press, 1971), him. 3-9
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Qiyas. Sementara itu, sejumlah sumber hukum lainnya masih menjadi
perdebatan mengenai validitasnya sebagai landasan hukum Islam.
Sumber-sumber tersebut meliputi Istihsan, Mashlahah Mursalah, ‘Urf,
Istishab, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis memilih Mashlahah
Mursalah sebagai salah satu teori yang digunakan, karena teori ini
menjadikan tingkat manfaat atau kerugian sebagai tolok ukur dalam
menilai suatu fenomena hukum.

Menurut Imam al-Ghazali, Mashlahah Mursalah adalah upaya
untuk meraih manfaat dan mencegah kemudaratan demi menjaga tujuan
syariat. Dalam hal ini, tujuan syariat dijadikan pedoman untuk menilai
tingkat kemanfaatan, karena secara prinsip, tujuan syariat bersifat
objektif dan tidak dipengaruhi oleh keinginan hawa nafsu manusia.'?
Namun, dalam beberapa kasus, terdapat fenomena hukum yang
dianggap maslahah oleh manusia karena sesuai dengan keinginan hawa
nafsu, tetapi justru bertentangan dengan tujuan atau kehendak syariat.
Berdasarkan pada urutan kualitas dan tingkat urgensitasnya, pada ulama
fikith membagi Maslahah mursalah'menjadi tiga, yaitu:

a. Al-Maslahah adh-Dhoruriyyah

Al-Maslahah adh-Dhoruriyyah merupakan kemaslahatan atau

kemanfaatan yang diukur berdasarkan indikator kebutuhan

manusia yang fundamental. Kebutuhan tersebut secara hierarkis

13 Hidayatullah, S. (2018). Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. Al-Mizan: Jurnal
Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol 2:1 (2018), him. 2.

14



15

meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan yang terakhir harta.
Indikator tersebut merupakan tujuan daru syara’ atau biasa
dikenal dengan Magashid Syari’ah. Kemanfaatan atau
kemaslahatan suatau fenomena hukum diukur sejauh mana
fenomena tersebut dapat memenuhi pemeliharaan atas kelima
indikator diatas.
b. Al-Maslahah al-Hajiyah
Al-Maslahah al-Hajiyah merupakan kemaslahatan suatu
fenomena hukum yang diukur berdasarkan tingkat kemudahan
atau terhindarnya dari kesulitan dalam memenuhi tujuan syara
atau Magasid Syari’ah. artinya al-Maslahah al-Hajiyyat
merupakan penyempurna dari al-Maslahah adh-Dhoruriyyah.
c. Al-Maslahah at-Tahsiniyyah
Al-Maslahah = at-Tahsiniyah merupakan kemaslahatan suatu
fenomena hukum yang berhubungan dengan penyempurnaan

dalam memenuhi tujuan syara’ atau maqasid syariah.

Maslahah ~Mursalah, digunakan sebagai pisau analisis untuk
menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini. Pendekatan ini
memandang hukum tidak semata-mata sebagai kumpulan norma formal,
melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan
mencegah terjadinya kemudaratan dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Oleh karena itu, setiap kebijakan, praktik, maupun respons

15
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politik yang muncul dalam isu yang diteliti dinilai berdasarkan dampaknya

terhadap kepentingan publik secara luas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris.
Penelitian hukum normatif-empiris merupakan metode yang
memadukan kajian terhadap norma hukum positif sebagai objek analisis
dengan penelusuran fakta empiris di lapangan. Pendekatan ini tidak
hanya menelaah ketentuan hukum secara dogmatis melalui penalaran
logis, tetapi juga menguji bagaimana ketentuan tersebut
diimplementasikan dalam praktik melalui data empiris.'*

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yakni berfokus pada penyajian
penjelasan secara sistematis terhadap materi atau fakta yang diperoleh
selama proses penelitian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan
dan wawancara untuk mendapatkan gambaran empiris yang lebih
komprehensif.-Selanjutnya, data yang-telah- dihimpun dikaji secara
mendalam dan dianalisis menggunakan teori yang menjadi pisau
analisis dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

14 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Matara University Press, 2020). him. 76.
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Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari
berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis
normatif serta pendekatan perundang-undangan (statute approach),
penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan isu hukum yang sedang diteliti dan kasus (case approach) untuk
mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.'3
4. Sumber Penelitian
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan
mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam
menyusun penelitian ini sebagai berikut:
a. Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2025 Tentang
Penghapusan Ambang Batas Presidential Treshold.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ‘merupakan semua publikasi hukum yang
berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder
yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:
a. Wawancara
b. Buku-buku teks penunjang ahli hukum

c. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis

15 Muhaimin, Op. Cit., hlm. 56-57.
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d. Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian
5. Analisis Data
Penelitian ini di analisis dengan menggunakan logika deduktif melalui
metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif merupakan
cara menginterpretasikan dan menganalisis bahan hasil penelitian
berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum
serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang

disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka,
kerangkat teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam
penelitian ini yakni Teori Kedaulatan Rakyat dan Maslahah Mursalah.

Bab ketiga, memuat paparan penjelasan tentang  tinjauan umum
mengenai ' Putusan” Mahkamah "Konstitusi /No. 62 Tahun 2025 Tentang
Penghapusan Ambang Batas Presidential Treshold.

Bab keempat, meliputi jawaban rumusan masalah berupa data
penelitian, serta analisis peneliti terhadap data-data dan bahan bahan hukum
sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada peneliti ini. Terdapat 2 (dua)
hasil pembahasan dalam penelitian ini. Pertama, paradigma hakim dalam

putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2025 Tentang Penghapusan

18
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Ambang Batas Presidential Treshold berdasarkan Teori Kedaulatan Rakyat.
Kedua, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2025
Tentang Penghapusan Ambang Batas Presidential Treshold berdasar pada
Maslahah Mursalah.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil
penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau

rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah diatasa penelitian ini menghasilkan dua

Kesimpulan:

I.

Putusan ini mencerminkan pergeseran pendekatan hukum dari
positivisme normatif menuju sociological jurisprudence dan
pendekatan maslahah mursalah. Mahkamah Konstitusi membaca
realitas sosial dan menilai bahwa presidential threshold selama ini
membatasi hak politik rakyat, mempersempit pilihan kandidat, dan
memperkuat dominasi partai besar. Dengan menghapus ambang batas,
MK menegaskan keberpihakannya pada demokrasi substantif, di mana
hukum harus selaras dengan perkembangan masyarakat dan menjamin
prinsip kesetaraan politik. Namun, muncul dissenting opinion dari
beberapa-hakim yang berpijak pada positivisme hukum Hans Kelsen.
Mereka menegaskan bahwa MK adalah negative legisiator, yakni
hanya memiliki kewenangan membatalkan norma yang bertentangan
dengan konstitusi, bukan membentuk norma baru. Selama ketentuan
presidential  threshold masih diatur dalam undang-undang,
keberadaannya harus dihormati hingga DPR melakukan perubahan
legislasi. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya perdebatan
mendasar tentang sejauh mana kewenangan MK dalam menafsirkan

UUD 1945 dan membentuk arah demokrasi di Indonesia.
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2. Putusan ini membawa dampak besar pada konfigurasi politik nasional.

Bagi partai-partai besar seperti PDIP, dihapuskannya ambang batas
mengurangi dominasi mereka karena partai-partai menengah dan kecil
kini dapat mengajukan calon presiden secara mandiri. Sebaliknya,
partai seperti Gerindra menyambut putusan ini karena memiliki basis
massa besar dan figur calon presiden yang kuat, sehingga lebih leluasa
memanfaatkan modal politiknya tanpa harus terikat koalisi pragmatis.
Lebih jauh, dalam perspektif maslahah mursalah, penghapusan
presidential threshold selaras dengan tujuan syariat (magashid al-
syariah) karena membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas,
memperkuat kedaulatan rakyat, dan meminimalkan dominasi oligarki
partai besar. Dengan demikian, putusan ini dapat dipandang sebagai
koreksi struktural terhadap praktik politik yang selama ini menghambat
hak politik warga negara. Implikasi jangka panjangnya adalah
terciptanya sistem politik yang lebih demokratis, inklusif, dan
kompetitif, yang menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas

utama.

B. Saran

1.

Pemerintah bersama DPR perlu segera menyesuaikan regulasi pemilu
dengan putusan MK Nomor 62/PUU-XX1/2024 agar tercipta sistem
politik yang lebih inklusif dan kompetitif. Selain itu, pemerintah perlu

memastikan adanya mekanisme pengawasan yang transparan dan
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akuntabel untuk mencegah fragmentasi politik dan menjaga stabilitas
pemerintahan.

. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam
dampak penghapusan presidential threshold terhadap dinamika
demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia. Kajian dapat difokuskan
pada analisis komparatif antara praktik di Indonesia dan negara lain,
sehingga menghasilkan rekomendasi ilmiah yang konstruktif untuk

penyempurnaan sistem pemilu.
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